Pengantar Penulis

{flsis ekonomi yang melanda Indonesia
1997 lalu, sampai sekarang belum juga
smukan titik terang. Malahan, dari
1 ke waktu, kondisi perekonomian kita

2K jauh terpuruk. Hampir semua upaya

dikerahkan untuk mengatasinya. Namun
¢ penyakit kronis, belum juga ditemukan
y2ng mujarab,

\#akah yang salah dengan perekonomian
‘4-ini? Sebegitu parahkah penyakitnya?
4clakah obat yang bisa menyembuhkannya?
izpapun tahu, Indonesia adalah sebuah
I wang konon berlimpah dengan sumber-
lam. Belum lagi letaknya yang berada di
(rategis persimpangan dua benua dan dua
dera. Kenyataan itu, seharusnya men-
n Indonesia sebagai negeri kaya raya,
wr, dan berkecukupan secara material.
emula kita menduga harapan itu hampir
gxati wujud nyata ketika kita dihadapkan
15 statistik hasil pembangunan selama
8aru, Bayangkan, tingkat pertumbuhan
aini kita mencapai hasil yang me-
rikan yaitu 7,5% pertahun. Begitu juga
i iklim investasi yang meningkat tajam.
yang lebih membanggakan lagi adalah
ukar rupiah yang kuat terhadap mata

1g 38ing.
1 tengah kebanggaan-kebanggaan itu,



82 ©
e
B

o

B S

: u‘l?v#

IEBAE UBs)fucf?

Elemll- T

oderbeunsif

eligi neE Al

&
Bk
Rer

geaynuSs

@atang menerpa dengan dahsyat.
Besar, ketika tertusuk jarum, ia
45 Perekonomian yang disanjung-
akhirnya bubble. Akhirnya kita

ahwa capai-capaian yang sangat

nodari pembangunan Orde Baru,
séat semu.

omena tersebut di atas, sebenarnya
mah yang dapat kita petik. Di
hatiwa indikator keberhasilan itu

<% merupakan cermin nyata kondisi

‘an bangsa. Bahwa sistem ekonomi
ientasi kepada pengusaha besar
(zhzlomerasi) sebagaimana yang
Jrcle Baru, telah gagal membangun
ar bangsa.

sepaliknya justru menunjukkan
&, kecil menengah (UKM) yang
\dapat perhatian, malah mampu
tenghadapi krisis. Usaha yang

Jannva sepenuhnya oleh rakyat ini,
lesks di tengah gempuran krisis yang
ningan. Dari sini, tidaklah salah bila
:rkestmpulan, bahwa penyebab
sembangunan ekonomi Orde Baru
yendekatan yang menjauh dari
1yaan rakyat.

pan, kita tentu tidak mau lagi

IK r:. masih diposisikan sebagai "anak
4“’membangun perekonomian

KM tidak boleh lagi mendapat
' Zlan marginalisasi dari rezim yang

4. Sihgkatnya, UKM harus menjadi
{asaf dan solusi untuk bangkit dari
Kan.
efgrmasi ini hendaknya bisa mem-
nata kita bahwa fundamen ekonomi
at harus berakar pada pemberdayaan
Harapan itu, rupanya mampu
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Jlap oleh ketiga pemerintahan terakhir,
1-Habibie, Abdurahman Wahid, hingga
wati. Maka sejak itu, di mana-mana dan
kesempatan apapun, ekonomi ke-
an mulai digembar-gemborkan.

'zmun implementasi kebijakan pem-
yan_rakyat ini sepertinya mengalami

sian. Malahan terkesan kebijakan
erclayaan ekonomi quLm?I@l[EiyKM
i-omenjadi retorika politik saja.
-witah tampaknya belum menyadari
isalahan yang paling mendasar dalam
nentasi ekonomi kerakyatan, sementara
i, sisi ia ingin menunjukkan kepada
takat akan keberpihakannya.

“Riau, implementasi ekonomi ke-
40, juga mengalami berbagai kendala.
[2pat sasaran dan lemahnya koordinasi
iistansi yang menangani, adalah sedikit
‘blema tersebut. Belum lagi persoalan
sa:l program ini yang tidak mengena,
‘¢4 banyak masyarakat yang tidak tahu.
suk pula kendala-kendala "klasik" yang
1t pada masyarakat itu sendiri, -

pa yang hendak ditampilkan dalam
ini bisa menjadi bukti, bahwa program
ymi kerakyatan, terutama di Riau
Iah terlaksanan secara optimal. Banyaknya
n can pertanyaan yang disampaikan oleh
#¥2ng merasa terabaikan, padahal mereka
cinendapatkan, setidaknya memberikan
iran sampai dimana program ini baru

angsung.

sherbitan buku ini merupakan bentuk
:atinan, dan sekaligus masukan kepada
sihak yang bertanggung jawab dalam

sukseskan ekonomi kerakyatan di Riau.
n4 kasih yang tulus saya ucapkan kepada

)11 RAKYAT vii



ik yang memungkinkan buku
drbit. Terutama sekali Pimpinan
' 805 dan jajarannya yang bersedia
i1scbagian halamannya bagi saya
¢asuh rubrik "Konsultasi Bisnis",
oakan cikal bakal dari buku ini.
| yang sama juga saya tujukan kepada
Zrovinsi Riau yang secara khusus
z“ubrik yang saya asuh tersebut
gannya dalam penerbitan buku ini.
1#2 kepada para audiens (penanya)
1 memberikan dukungan dan
. agar saya terus mengasuh rubrik
ctarsnya kepada Penerbit Alaf Riau
wingkinkan buku ini berada di tangan
. Seémoga bermanfaat adanya.

Pekanbaru, Agustus 2003

'-ﬁg':nus Herman Halim, SE.,MS

HO
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Sekapur Sirih
Gubernur Riau

—] Diterbitkannya buku "Ekonomi
' | Rakyat; Dalam Tanya Jawab"
- | yang ditulis oleh Sdr. Edyanus
[ «.| Herman Halim ini, merupakan

langkah yang tepat dalam upaya
mengembangkan ekonomi ke-
rakyatan di Riau=Seperti
diketahui pengembangan
omi kerakyatan sudah lama menjadi
manadaﬂa—pemeclnzah?rovmm Riau

ituk- membangun pe-rekonomian
‘arakatnya yang berlandaskan kepada
lai dan kesejahteraan bersama.

.omitmen untuk memberdayakan

nomi rakyat ditindaklanjuti tidak hanya
larl program pemerintah yang bersifat
ntuan belaka, juga dilakukan melalui upaya
'mberdayaan (empowerment). Pada tahun

upaya tersebut dilengkapi pula dengan
berian  pinjaman modal kepada
Atzlat/dengan mengalokasikan anggaran
ar Rp. 52 milyar lebih melalui BPD Riau
%p. 18 milyar melalui Bank Bukopin
1"bentuk swamitra. Pada Tahun 2002
aran pinjaman modal ditingkatkan
idi Rp. 100 milyar. Sedangkan untuk
1 2003 hanya disetujui oleh DPRD
néi Riau sebesar Rp. 60 milyar lebih
isulan semula Rp. 125 milyar.
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srogram ini pada tahun 2001
7enjangkau pemberian pinjaman
vada tidak kurang dari 350
masyarakat yang anggotanya
“kitar 6.100 orang. Untuk tahun
1 dilakukan perhitungan dan
cara seksama. Masyarakat yang
5% mendapatkan pinjaman modal
4%ah masyarakat di bidang usaha
{lan pertanian tanaman pangan
secbahagian masyarakat Riau
‘nggantungkan kehidupannya pada
1g usaha tersebut.
1 2001 terdapat 100 kelompok
y2ng memperoleh pinjaman modal
isaha perkebunan dengan jumlah
lompok mencapai 2.666 orang.
‘wntuk bidang usaha tanaman

' nanyak 176 kelompok dengan

aicapai lebih kurang 1.980 or-

erfikir pemberian pinjaman

conomi kerakyatan ini adalah

saya untuk mengalihkan dana
yyek yang selama ini diberikan

1na kepada masyarakat, menjadi

n dana murah dalam bentuk

ergulir yang secara otomatis dapat

kan’ masyarakat berdasarkan
% yang dimiliki masyarakat,//

74 apa yang telah menjadi harapan

1a mendapat ridho dan hidayah
¥ang Maha Esa.

Pekanbaru, Agustus 2003

H. Saleh Djasit, SH
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Samburan Direkrur Urama
Pcrmodalan Ekonomi Rakyar

artyak hikmah sebenarnya yang dapat
ingkap dari krisis yang melanda bangsa

esia. Salah satunya adalah bahwa sistem

ami konglomerasi yang selama ini

12-agungkan, ternyata tidak mampu
1adapi terpaan badai krisis. Sebaliknya,
stomian rakyat yang tidak tersentuh
k#bijakan penguasa, justru mem-
itkan kondisi yang menggembirakan.
aalitas di atas tentunya membuat kita
ir dan menyusun langkah yang tepat
. sudah seharusnya ekonomi rakyat lebih
atikangAlhamdulillah Gubernur Riau
tama=pemerintah provinsi telah
tmen untuk menetapkan pe-
bangan ekonomi rakyat menjadi
‘as pembangunan. Hal itu setidaknya
nbar dengan diterapkannya Program
mi Kerakyatan (PEK) sebagai Pilar ke-

rasegi Pembangunan Riau dalam

pal Visi Riau 2020.

engan demikian kebutuhan pe-
Bbangan modal masyarakat dapat
in dan berkesinambungan. Inilah
1% political will yang diwujudkan
rintah Provinsi Riau terhadap pe-
sangan ekonomi rakyat. Untuk
tingan itulah sangat diperlukan suatu
122 keuangan non bank berbentuk

'MI RAKYAT xi



ngan status perseroan terbatas (PT)
, tecara khusus proses pinjaman
¢ sekarang diwujudkan dengan
1kan PT. Permodalan Ekonomi
ER).

pkan dengan kehadiran PT. PER
1lan-persoalan pemberdayaan

‘at_Riau, sekaligus dalam upaya

ngan kemiskinan, bisa segera kita
[Zipat saya tegaskan di sini, siapa
I+ ikut berpartisipasi dalam
1 ini asalkan tetap pada tujuan
:ni memberdayakan rakyat kecil.

1 berharap keterlibatan berbagai

17 T. PER tidak akan menyebabkan
il menjauh dari misinya semula
1berikan pinjaman murah dan
‘aila masyarakat miskin Riau yang
1ahnya masih di atas 40%.
15elamat dan sekaligus terima kasih
ikz2n kepada Sdr. Edyanus Herman
iz, telah menerbitkan buku ini.
14 yang menjadi keinginan kita
nrejahterakan masyarakat Riau
kan hasil adanya. Demikianlah yang
. sampaikan, semoga bermanfaat
il zuna bagi kita semua. Amien.

Pekanbaru, Agustus 2003

Drs. H. Asparaini Rasyad
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{. Mengapa l’ixqamanSenng[ambatTurun?
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12. Bolehkah Meminjam tanpa Agunan? ...............
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Pengantar Penulis v
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It
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Prolog
Fengembangan Potensi
iZkonomi dalam Rangka

Otonomi Daerah

tonomi daerah harus dipandang sebagai
meningkatkan kemandirian daerah,
‘za mampu menjadi suatu kesatuan
ah pemerintahan yang menjamin
pggaranya peningkatan kesejahteraan
: ?'1elalui otonomi daerah masyarakat
1 diberikan pelayanan yang prima,
m_,a diajak untuk berpartisipasi aktif
ukan pembangunan.
:lama ini, dalam era yang sangat
listik, kreatwltas masyarakat seperti
1bat oleh kekangan sistem yang otoriter.
masyarakat tidak timbul kerena
ntungan pada inisiatif pemerintah yang
3« iggi. Seolah-olah tanpa pemerintah
salupun pembangunan yang dapat dan
dilaksanakan. Rakyat hanya me-
ung ajakan dan bahkan sebagai
usan dari pemerintah. Tidak jarang
itakat malah memperoleh tuduhan
i "pembangkang"” bila mencoba
siatif lebih dulu dari pemerintah.

JMI RAKYAT XV



»-'fitzasyarakat di luar kendali

~ perfl dianggap sebagai organisasi yang
> pags diwasBadal.

:2cMengingat sudah demikian lama
t séperti "dipasung” dalam kerangka
%maka saat ini era keterbukaan
memberi peluang bagi mereka
1aju dan berkembang, malah
rakat terjebak dalam eforia keterbukaan
tru Berbalik menyengsarakan mereka.
ang ingin dicapai dari proses
menjadi semakin jauh karena
22l koiponen masyarakat cenderung
depankan supremasi massa tanpa
ndang benar-tidaknya substansi yang
K&n.
© Agar otenomi daerah dapat dilaksanakan
- es yang sebenarnya, masyarakat
lahweiu harus diajak untuk memahami
. daerah secara substantif dan
¢! petan yang seharusnya dimainkan
nenangkap momentum otonomi
tu sendiri.

na BN
0 'w".'iu\’."’l nsn

i Daerah

5 8 omi daerah yang mengacu pada UU
2 N & 1999 tentang Peme-rintahan
5 [Z 1 menyangkut power sharing antara
S 1 pusat dan pemerintah daerah.
: B zang memahami undang-undang
5oig Balk keikhlasan pemerintah pusat
¥ ¢siapan daerah mengimplemen-

8 1-masih mengalami saling tarik

st sama lain.
intah pusat seperti "menggantu ng"

el
IEME

ieeELl
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t4an-ketentuan otonomi daerah,
;uk melahirkan aturan main yang kurang

,ermentara itu pemerintah daerah sangat

i untuk melaksanakan otonomi daerah
mempersiapkan diri secara benar.
ut Daniel S. Lev (Kompas, 16 Oktober
'Y akan ada kebingungan dalam
mentasi otonomi daerah karena
‘glasan urusan antara pemerintah pusat
amerintah daerah. Berbagai produk
n vang dibuat pada tingkat lokal
ing dapat mengganggu hubungan hori-
antara kabupaten dan kota, juga bisa
\ulkan ekonomi biaya tinggi (high cost
my).
231 otonomi daerah tidak melenceng
tujuan yang ingin dicapai, maka
ikan pemahaman yang mendalam
lab makna otonomi daerah tersebut.
ada keikhlasan pemerintah pusat

¢tanakan otonomi daerah demi

tiigan pemberdayaan masyarakat di
1. Bagi setiap komponen masyarakat dan
intah daerah, otonomi daerah tersebut
dipandang sebagai peluang yang hanya

«n dimanfaatkan melalui peningkatan
iitas dan kompetensi diri. Harus
1371 cara pandang terhadap otonomi
. sebagai "limpahan manfaat" dari

intah pusat kepada pemerintah dan
rakat daerah. Justru yang sesungguhnya

1 limpahan wewenang dan pekerjaan
selama ini dilakukan pemerintah pusat

wan kepada daerah. Oleh karena itu,

limampuan menjalankan kewenangan

)MI RAKYAT XVii



\kast berdampak pada terkendalanya
pelaksanaan pembangunan dan

d 9 -~
UFp T —
- .

> P . masyarakat. Keadaan tersebut
- Zlapat bermuyara pada terjadinya kekacauan
¢ gli dngkat lckal dan egosentris daerah yang
fustra kontra produktif terhadap pem-
: Pergs masyarakat.
- & Kunci keberhasilan implementasi otonomi

ngkat lokal sangat tergantung pada
yésar pemerintah daerah me-
dan menerapkan kewenangannya.
wniang keberhasilan power shar-
311 No 22 tahun 1999 dibuat
[sembagian pendapatan antara
' pusat dan daerah. Imple-
arlalah melalui UU No 25 tahun
aty perimbangan keuangan pusat
1,“Prinsip dari undang-undang ini
syenue sharing agar proses
sasi kewenangan dapat diikuti oleh
asi fiskal. Tujuan utama desen-
i adalah memupuk kemandirian
2gzali sumber-sumber yang ada di
untuk membiayai pembangunan
nan masyarakatnya. Potensi fiskal
akan menjadi cermin dari
# daerah melaksanakan oto-
#rtinya, kemandirian daerah
n kemampuan suatu daerah
tkan potensi ekonomi wilayah
aber pembiayaan pembangunan
1ian masyarakat.
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2pan otonomi daerah adalah adanya
i=ngan daerah untuk menentukan
ukan wilayahnya dan sumber-sumber
ntu yang ada di dalamnya. Bahkan
patan untuk mengadakan kerjasama
' pihak asing dapat digunakan dalam
2. pengembangan potensi otonomi
i» baik dalam bentuk investasi langsung
¢ ivestment) ataupun melalui pinjaman
1egeri.
Intuk menghindari adanya kesan bahwa
omi daerah hanya melahirkan se-
z#at peraturan daerah yang berujung
"pembajakan rakyat", maka pengem-
i1 potensi ekonomi daerah menjadi
aiif yang sangat signifikan. Ada dua
| wang dapat ditempuh. Pertama, potensi
¢ini yang bersumber dari alam.
rintah daerah, sepanjang masih dalam
nangannya berdasarkan UU No 22
1999 dan PP 25 tahun 2000 dapat
infaatkan sumberdaya alam untuk
1bangkan sebagai potensi keuangan
f dan masyarakat. Sumber-sumber alam
nungkin memberikan peluang ekonomi
prospektif antara lain: pertambangan,
bunan, pertanian, peternakan, peri-
. bariwisata, dan lainnya.
‘edua, potensi ekonomi yang bersumber
yengolahan lanjutan dari produk-produk
- berasal dari sumber alam. Misalnya,
mbangan arang aktif di Indragiri Hilir
1di potensi yang sangat besar untuk
vingkatkan perekonomian daerah.

=

rmasuk industri pakan ternak untuk
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lah of;)duk sampingan dari komoditas

1anfaatan kedua model tersebut harus
npuh-_beberapa langkah strategis.
na, mengidentifikasi semua potensi yang

{an mungkin dikembangkan di daerah

ardaya alam maupun sumberdaya

sab dari pengolahan lanjutan dari

mberdaya alam tersebut. Kedua,
4kala ekonomi masing-masing
1 membuat studi kelayakan sebagai
lakukan pembangunan atau
18N,

,omengidentifikasi kebutuhan
1an infrastruktur untuk menunjang
/asta pada proyek-proyek strategis
dirancang. Keempat, melakukan
estasi untuk memancing minat
arinvestasi di wilayah tersebut.
nzembangkan sumberdaya manusia
rsemiliki keterampilan dan dapat
ienada sektor-sektor strategis yang
nbangkan. Keenam, membentuk
terkaitan usaha ekonomi antar dan
ku ekonomi daerah. Dan Ketujuh,
angkan Lembaga Pembiayaan
Tw,:t.;«’)agal pendukung dan fasilitator
aon usaha masyarakat.

13

ang menarik untuk disikapi adalah

yemahaman otonomi daerah harus

dari sebagai pelimpahan manfaat

n =_,ahan wewenang dan tugas dari

h pusat ke pemerintah daerah.

EKONOMI RAKYAT



+hasilan otonomi daerah dalam pe-
mannya sangat tergantung pada sikap
«emampuan daerah menangkap momen-
otonomi daerah sebagai peluang
berdayaan masyarakat dengan motto:
i,voleh dan untuk masyarakat daerah".
«%alah pentingnya adalah keikhlasan dan
#gguhan pemerintah pusat untuk
«sanakan otonomi daerah secara kon-
1lan konsekwen.
-al penting yang dapat menjadi perhatian
erintah daerah secara serius meliputi.
112, membulatkan semangat otonomi
ahi kearah kerja bersama masyarakat
i1, bukan sekedar eforia belaka. Kunci
rhasilannya terletak pada DPRD yang
r“benar memihak rakyat, akuntabel,
ikiatis, dan mengedepankan hukum yang
dasi moral dan nilai-nilai agama. Kedua,
1gkatan profesionalisme birokrasi dari
¢nitalkan "pejabat” ke mental "pelayan";
l(atiga, mengakomodir semua kekuatan
arakat dengan didukung penyediaan data
lengkap dan akurat untuk memastikan
lenggaranya pemanfaatan sumberdaya
omi berbasis rakyat.@

OM! RAKYAT xx1
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